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ABSTRACT 

 

This research is aimed to determine the effect of service quality of tax officer, tax 

sanction, trust of taxpayer, religiosity, and tax calculation to taxpayer 

compliance.The research is a quantitative research type. The samples have been 

obtained by using purposive sampling method which the selection is based on the 

predetermined criterias. Based on the purposive sampling method which is gotten 

95 samples of  UMKM respondents listed as tax payer in Dinas Koperasi 

Mojokerto. The analysis method has been performed by using multiple linier 

regressions analysis and 23th version of SPSS program.The result of the research 

shows that service quality of tax officer, trust of taxpayer, and tax calculation give 

effect to the taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanction and religiosity does not 

give any effect to the taxpayer compliance. 

Keyword : Taxpayer Compliance, Service Quality Of Tax Officer, Tax Sanction,  

Trust Of Taxpayer, Religiosity, And Tax Calculation. 

 

PENDAHULUAN 

 Pajak adalah pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap 

masyarakat berdasarkan undang-

undang yang bersifat memaksa, dan 

terutang yang wajib dibayar dengan 

tidak mendapat imbalan secara 

langsung untuk membiayai 

pengeluaran negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 28 

2007 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan yang dimaksud 

pajak adalah kontribusi kepada 

negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara 

bagi kemakmuran yang sebenar-

benarnya. Semakin pesatnya 

pembangunan dalam suatu negara 

merupakan salah satu indikator 

berkembangnya negara tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri lagi dalam 

beberapa tahun terakhir ini sektor 

pajak mendapat perhatian yang luas. 

Mulai dari penerimaan pajak, 

penggunaan pajak, dan terutama 

pelanggaran yang terjadi pada 

pelaksanaannya. 

mailto:fatihahdinda27@gmail.com
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 Perekonomian Indonesia 

didominasi oleh kegiatan usaha yang 

berbasis pada usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). Bagi negara 

sektor UMKM mempunyai peran 

yang sangat besar. Direktorat 

Jenderal Pajak menyebut jumlah 

pelaku UMKM mencapai sekitar 60 

juta dan berkontribusi sebanyak 60% 

terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB). Namun hanya 1,5% juta yang 

tercatat sebagai pembayar pajak 

dengan kontribusi sebesar 2,2% 

terhadap total penerimaan pajak 

penghasilan yang dibayarkan sendiri 

oleh wajib pajak 

(www.katadata.co.id). Pemerintah 

telah menerbitkan penurunan tarif 

pajak penghasilan (PPh) final UMKM 

yang semula 1% menjadi 0,5% sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2018. Peraturan ini 

diberlakukan efektif pada 1 Juli 2018 

dan diharapkan dapat menjadikan 

pelaku UMKM semakin patuh dalam 

membayar pajak.  

 Mojokerto adalah wilayah yang 

berada di provinsi Jawa Timur yang 

terdiri dari dua bagian yaitu kota dan 

kabupaten. Wilayah Mojokerto dalam 

pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) berada di bawah 

pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Mojokerto. Sedangkan 

pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) berada di 

bawah pengawasan Dinas Koperasi 

Mojokerto. Potensi dari IKM dan 

UMKM tersebar di berbagai desa di 

setiap kecamatan. Terdapat beberapa 

usaha yang menonjol diantaranya 

adalah kerajinan sepatu.  

 Pajak adalah sumber penerimaan 

negara yang cukup besar, maka perlu 

dilihat masalah terhadap kepatuhan 

pajaknya. Kepatuhan pajak ini 

menjadi aspek penting untuk melihat 

seberapa patuh wajib pajak dalam 

melakukan kewajiban pajaknya. 

 Kepatuhan wajib pajak adalah 

wajib pajak yang memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan 

melaksanakan hak perpajakan dengan 

baik dan benar sesuai dengan 

peraturan dan undang-undang pajak 

yang berlaku. Hal tersebut berdampak 

kepada seberapa besar penerimaan 

pajak yang diperoleh jika wajib pajak 

patuh terhadap perpajakan.  

 Faktor pertama adalah kualitas 

pelayanan fiskus. Pelayanan pada 

sektor perpajakan diartikan sebagai 

pelayanan yang diberikan oleh 

petugas fiskus kepada wajib pajak 

untuk membantu wajib pajak dalam 

memenuhi dan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Kepatuhan 

wajib pajak tergantung pada 

bagaimana petugas pajak 

memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan kepada wajib pajak yang 

sedang dan ingin memenuhi 

kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Randi Ilhamsyah (2016) 

menunjukkan hasil penelitian 

variabel kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Maya Tantio 

(2014) tidak berpengaruh antara 

variabel kualitas pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 Faktor kedua yaitu sanksi 

perpajakan. Sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 

2011:59). Sanksi perpajakan menjadi 

alat untuk mencegah wajib pajak 

melanggar ketentuan-ketentuan dan 

http://www.katadata.co.id/
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2011:59). Sanksi perpajakan menjadi 

alat untuk mencegah wajib pajak 

melanggar ketentuan-ketentuan dan 

aturan pajak yang sudah berlaku 

supaya aturan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia No.28 Tahun 

2007 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan dijelaskan bahwa 

sanksi terdiri dari sanksi administrasi 

dan sanksi pidana. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Shinung Sakti 

hantoyo (2016) sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Mochamad 

Gautama (2014) sanksi perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 Faktor ketiga, kepercayaan wajib 

pajak. Kepercayaan yang dimaksud 

adalah kepercayaan terhadap sistem 

hukum dan pemerintahan yang 

mendasari setiap masyarakat dalam 

hal yang berkaitan dengan wajib 

pajak kepada sistem hukum dan 

pemerintahan yang berada di 

Indonesia dan hubungannya terhadap 

pelaksanaan sistem perpajakan di 

Indonesia apakah sesuai dengan 

harapan masyarakat (Fitriani 2012). 

Jika individu mempersepsikan bahwa 

Direktorat Jenderal Pajak bisa di 

percaya, maka tingkat kepercayaan 

wajib pajak akan meningkat. 

Penelitian Ainil Huda (2015) 

menyatakan bahwa kepercayaan 

wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nedi 

Hendri (2016) bahwa kepercayaan 

wajib pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Faktor keempat yaitu religiosity. 

Glock dan Stark (1996) dalam Andika 

Utama (2016) religiosity merupakan 

komitmen yang berhubungan dengan 

agama atau keyakinan yang dilihat 

melalui aktivitas inidividu yang 

bersangkutan dengan agama yang 

dianut. Negara Indonesia merupakan 

negara yang menjunjung religiosity, 

hal ini dibuktikan dengan meletakkan 

Ketuhanan pada sila pertama sebagai 

dasar negara (Panggabean, 2015). 

Religiosity berasal dari nilai-nilai 

keagamaan yang luhur dari Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang mengajarkan 

perilaku kejujuran dan integritas 

terhadap setiap penganutnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Intan 

(2018) menunjukkan religiosity 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Eiya Ofiafoh 

(2016) bahwa religiosity tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 Faktor kelima yaitu tax 

calculation. Tax calculation yaitu 

memperhitungkan berapa besaran 

pajak yang dikenakan atas kewajiban 

perpajakannya. Indonesia menganut 

sistem pemungutan self assessment 

yaitu wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajak 

terutangnya sehingga dibutuhkan 

pemahaman dan kemampuan untuk 

menghitung berapa besaran pajak 

yang dikenakan. Penelitian yang 

dilakukan Ferdila Idha (2018) tax 

calculation berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Dajana (2015) tax calculation tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

 Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori perilaku 
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terencana (theory of planned 

behavior). Menurut Ajzen (1991) 

dalam Basri dan Surya (2014) Theory 

of Planned Behaviour merupakan 

teori yang menjelaskan tentang 

pertimbangan untuk melakukan 

sebuah perilaku atau tidak melakukan 

sebuah perilaku yang dipengaruhi niat 

seseorang. Sebelum individu 

melakukan sesuatu, individu tersebut 

akan memiliki keyakinan mengenai 

hasil yang akan diperoleh dari 

perilakunya tersebut. Kemudian yang 

bersangkutan akan memutuskan 

bahwa akan melakukannya atau tidak 

melakukannya.  

 Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

pengaruh “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Fiskus, Sanksi 

Perpajakan, Kepercayaan Wajib 

Pajak, Religiosity, Dan Tax 

Calculation Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM Di 

Mojokerto”. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI HIPOTESIS 

Theory of Planned Behaviour 

 Theory of Planned Behaviour 

merupakan teori yang menjelaskan 

tentang pertimbangan untuk 

melakukan sebuah perilaku atau tidak 

melakukan sebuah perilaku yang 

dipengaruhi niat seseorang. Sebelum 

individu melakukan sesuatu, individu 

tersebut akan memiliki keyakinan 

mengenai hasil yang akan diperoleh 

dari perilakunya tersebut. Kemudian 

yang bersangkutan akan memutuskan 

bahwa akan melakukannya atau tidak 

melakukannya. Teori ini 

dikembangkan oleh Ajzen (1991) 

yang merupakan penyempurnaan dari 

reason action theory yang 

dikemukakan oleh Ajzen dan 

Fishbein. Model Theory of Planned 

Behaviour (TPB) dijelaskan bahwa 

perilaku yang ditimbulkan oleh 

individu muncul karena adanya niat 

untuk berperilaku. Ada tiga faktor 

yang menentukan munculnya niat 

untuk berperilaku, yaitu: 

1) Behavioral Beliefs 

Behavioral Beliefs merupakan 

keyakinan individu akan hasil dari 

suatu perilaku (outcome belief) dan 

evaluasi atas hasil perilaku tersebut. 

Keyakinan dan evaluasi terhadap 

hasil ini akan membentuk variabel 

sikap (attitude) terhadap perilaku 

tersebut. 

2) Normative Beliefs 

Normative Beliefs merupakan 

keyakinan tentang harapan normative 

orang lain dan motivasi untuk 

memenuhi harapan tersebut. 

3) Control Beliefs 

Control Beliefs merupakan keyakinan 

tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat 

perilakau yang akan ditampilkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat 

hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut 

(perceived power). 

Perpajakan 

 Pajak adalah pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap 

masyarakat berdasarkan undang-

undang yang bersifat memaksa, dan 

terutang yang wajib dibayar dengan 

tidak mendapat imbalan secara 

langsung untuk membiayai 

pengeluaran negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia No.28 

Tahun 2007 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan yang 
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dimaksud pajak adalah kontribusi 

kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi kemakmuran 

yang sebenar-benarnya. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kepatuhan wajib pajak adalah 

sejauh mana wajib pajak dapat 

melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar 

sesuai peraturan perpajakan. 

Penetapan wajib pajak patuh tentang 

kriteria wajib pajak yang dapat 

diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak sesuai dengan PMK 

Nomor 192/PMK.03/2007 tentang 

Tata Cara Penetapan Wajib Pajak 

Dengan Kriteria Tertentu Dalam 

Rangka Pengembalian Pendahuluan 

Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 

1) apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: a. Tepat waktu dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak 

untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakanpajak yang telah 

memperoleh izin mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak. c. 

Laporan keuangan diaudit oleh 

akuntan publik atau lembaga 

pengawaskeuangan pemerintah 

dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian selama 3 tahun berturut-

turut. d. Tidak pernah dipidana karena 

melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan berdasar putusan 

pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka 

waktu 5 tahun terakhir. 

 Indonesia menganut sistem Self 

Asessment di mana dalam prosesnya 

secara mutlak memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak 

untuk menghitung, membayar dan 

melapor kewajibannya. Bentuk 

kepatuhan wajib pajak secara umum 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1). 

Kepatuhan formal dan 2). Kepatuhan 

material. 

Kualitas Pelayanan Fiskus 

 Pelayanan pada sektor 

perpajakan diartikan sebagai 

pelayanan yang diberikan oleh 

petugas fiskus kepada wajib pajak 

untuk membantu wajb pajak 

memenuhi dan melaksanakan 

kewajiban perpajaknnya. Kepatuhan 

wajib pajak tergantung pada 

bagaimana petugas fiskus 

memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan kepada wajib pajak yang 

sedang dan ingin memenuhi 

kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Petugas fiskus harus senantiasa 

melakukan perbaikan kualitas 

pelayanan agar dapat meningkatkan 

kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 

Penyelenggaraan pelayanan dapat 

memberikan kepuasan optimal bagi 

wajib pajak berhubungan dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan kepada wajib pajak 

sebagai pelanggan dikatakan bermutu 

bila memenuhi atau melebihi harapan 

wajib pajak. Seiring dengan upaya 

optimalisasi penerimaan pajak 

diharapkan kualitas pelayanan publik 

yang dilakukan fiskus dapat 

ditingkatkan. 

 

Sanksi Perpajakan 

 Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan 

(norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo 
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2011:59). Sanksi perpajakan menjadi 

alat untuk mencegah wajib pajak 

melanggar ketentuan-ketentuan dan 

aturan pajak yang sudah berlaku 

supaya aturan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik. Terdapat 

dua macam sanksi berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia 

No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan yaitu: 

1. Sanksi Administrasi yang terdiri 

dari : a. Sanksi administrasi berupa 

denda, b. Sanksi administrasi berupa 

bunga, dan c. Sanksi administrasi 

berupa kenaikan. 

2. Sanksi Pidana yang terdiri dari: a. 

Sanksi Pidana Kurungan, dan b. 

Sanksi Pidana Penjara.  

Kepercayaan Wajib Pajak 

 Menurut Robbins (2008:97), 

kepercayaan adalah pengharapan 

positif bahwa orang lain tidak akan 

melakukan melalui kata-kata, 

tindakan, dan kebijakan bertindak 

secara oportunitis. Kepercayaan yang 

dimaksud dalam variabel ini adalah 

kepercayaan terhadap sistem hukum 

dan pemerintahan. Tingkat 

kepercayaan terhadap sistem hukum 

dan pemerintahan merupakan suatu 

keyakinan yang mendasari setiap 

masyarakat dalam hal ini kaitannya 

wajib pajak kepada sistem hukum dan 

pemerintahan yang berada di 

Indonesia dan hubungannya terhadap 

pelaksanaan sistem perpajakan di 

Indonesia apakah telah sesuai dengan 

yang diharapkan masyarakat atau 

malah tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat (Fitriana, dkk:2012). Jika 

individu mempersepsikan bahwa 

negara bisa dipercaya, maka tingkat 

kepercayaan wajib pajak akan 

meningkat. 

 

Religiosity 

 Glock dan Stark dalam Andika 

Utama (2016) religiosity merupakan 

komitmen yang berhubungan dengan 

agama atau keyakinan yang dilihat 

melalui aktivitas inidividu yang 

bersangkutan dengan agama yang 

dianut. Indonesia merupakan negara 

yang menjunjung tinggi religiusitas, 

hal ini dibuktikan dengan meletakkan 

Ketuhanan sebagai sila pertama 

sebagai dasar negara (Panggabean, 

2015). Sila pertama Pancasila 

mengandung arti bahwa sila-sila yang 

lain harus berdasarkan nilai 

Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-

nilai Ketuhanan yang berakar dari 

ajaran agama sangat erat dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

Religiusitas berasal dari nilai-nilai 

keagamaan yang luhur dari Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang mengajarkan 

perilaku kejujuran dan integritas 

terhadap setiap penganutnya 

(Panggabean, 2015). Mohdali (2013) 

menyebutkan dengan adanya peranan 

nilai agama, diharapkan dapat 

memacu perilaku positif dan 

mencegah perilaku negatif terhadap 

kepatuhan perpajakan sehingga 

mendorong naiknya perilaku 

kepatuhan Wajib pajak.  

 

Tax Calculation 

 Tax calculation yaitu 

memperhitungkan berapa besaran 

pajak yang dikenakan atas kewajiban 

perpajakannya. Indonesia menganut 

sistem pemungutan self assessment 

yaitu wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajak 

terutangnya (Siti Resmi, 2016:11) 

sehingga dibutuhkan pemahaman dan 

kemampuan untuk menghitung 
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berapa besaran pajak yang dikenakan. 

Seperti pada pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) atas 

penghasilannya dari usaha dikenakan 

pajak penghasilan (PPh) yang bersifat 

final sebesar 0,5% dari jumlah 

peredaran bruto dalam satu tahun 

pajak.  Pemerintah telah menerbitkan 

penurunan tarif pajak penghasilan 

(PPh) final UMKM yang semula 1% 

menjadi 0,5%. Peraturan ini 

diberlakukan efektif pada 1 Juli 2018 

dan diharapkan dapat menjadikan 

pelaku UMKM semakin patuh dalam 

membayar pajak.  

 

Wajib Pajak 

 Berdasarkan Ketentuan Umum 

dan Tata Cara PerpajakanUndang-

Undang Republik Indonesia No.28 

Tahun 2007 Pasal 1 yang diubah 

dengan Undang-Undang No. 16 

Tahun 2009 yang diambil dalam buku 

Waluyo (2017:23) bahwa wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara 

atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

 

Wajib Pajak UMKM 

 Berdasarkan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro,Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Usaha Mikro adalah usaha 

produktif milik perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria sebagaimana 

diatur dalam undang-undang. 

2. Usaha Kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil. 

3. Usaha Menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

 Pelayanan pada sektor 

perpajakan diartikan sebagai 

pelayanan yang diberikan oleh 

petugas fiskus kepada wajib pajak 

untuk membantu wajib pajak 

memenuhi dan melaksanakan 
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kewajiban perpajaknnya. Kepatuhan 

wajib pajak tergantung pada 

bagaimana petugas fiskus 

memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan kepada wajib pajak yang 

sedang dan ingin memenuhi 

kewajibannya sebagai wajib pajak 

(Fuadi 2013). Seperti Petugas fiskus 

harus senantiasa melakukan 

perbaikan kualitas pelayanan agar 

dapat meningkatkan kepuasan dan 

kepatuhan wajib pajak. Pelayanan 

pajak yang diberikan oleh petugas 

pajak yang semakin baik, diharapkan 

akan mampu meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak.  

H1 : Kualitas Pelayanan Fiskus 

berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib  Pajak. 

Pengaruh Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak   

 Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan 

(norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 

2011:59). Sanksi perpajakan menjadi 

alat untuk mencegah wajib pajak 

melanggar ketentuan-ketentuan dan 

aturan pajak yang sudah berlaku 

supaya aturan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia No.28 Tahun 

2007 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan dijelaskan bahwa 

sanksi terdiri dari sanksi administrasi 

dan sanksi pidana. Dalam 

pelaksanaan sanksi pajak, fiskus 

harus aktif dan dituntut untuk disiplin 

dalam memberikan sanksi kepada 

wajib pajak yang melanggar untuk 

membuat masyarakat patuh dan 

sebagai alat pencegah agar wajib 

pajak tidak melanggar peraturan 

perpajakan.  

H2 : Sanksi Perpajakan 

berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib  Pajak. 

Pengaruh Kepercayaan Wajib 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak    

 Kepercayaan yang dimaksud 

adalah kepercayaan terhadap sistem 

hukum dan pemerintahan yang 

mendasari setiap masyarakat dalam 

hal yang berkaitan dengan wajib 

pajak kepada sistem hukum dan 

pemerintahan yang berada di 

Indonesia dan hubungannya terhadap 

pelaksanaan sistem perpajakan di 

Indonesia apakah sesuai dengan 

harapan masyarakat (Fitriani, dkk: 

2012). Jika individu mempersepsikan 

bahwa Direktorat Jenderal Pajak bisa 

di percaya, maka tingkat kepercayaan 

wajib pajak akan meningkat yang 

berdampak pada kemauan untuk 

membayar pajak sehingga kepatuhan 

wajib pajak juga akan meningkat.  

H3 : Kepercayaan Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Pengaruh Religiosity Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak    

 Glock dan Stark (1996) dalam 

Andika Utama (2016) religiosity 

merupakan komitmen yang 

berhubungan dengan agama atau 

keyakinan yang dilihat melalui 

aktivitas inidividu yang bersangkutan 

dengan agama yang dianut. Negara 

Indonesia merupakan negara yang 

menjunjung religiosity, hal ini 

dibuktikan dengan meletakkan 

Ketuhanan pada sila pertama sebagai 

dasar negara (Panggabean, 2015). 

Religiusitas berasal dari nilai-nilai 
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keagamaan yang luhur dari Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang mengajarkan 

perilaku kejujuran dan integritas 

terhadap setiap penganutnya 

(Panggabean, 2015). Mohdali (2013) 

menyebutkan dengan adanya peranan 

nilai agama, diharapkan dapat 

memacu perilaku positif dan 

mencegah perilaku negatif terhadap 

kepatuhan perpajakan sehingga 

mendorong naiknya perilaku 

kepatuhan Wajib pajak.  

H4: Religiosity berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak. 

Pengaruh Tax Calculation 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak    

 Tax calculation yaitu 

memperhitungkan berapa besaran 

pajak yang dikenakan atas kewajiban 

perpajakannya. Indonesia menganut 

sistem pemungutan self-assessment 

yaitu wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajak 

terutangnya sehingga dibutuhkan 

pemahaman dan kemampuan untuk 

menghitung berapa besaran pajak 

yang dikenakan. Jika wajib pajak 

dapat memenuhi kewajiban 

perpajakannya yang melibatkan 

pemahaman perhitungan perpajakan 

yang berdampak pada ketepatan hasil 

dari pajak yang terutang, maka wajib 

pajak akan berusaha untuk 

memahami bagaimana cara untuk 

menghitung besaran pajak sehingga 

timbul kemauan untuk membayar 

pajak dan tercapainya kepatuhan 

pajak. Sebaliknya, jika perhitungan 

pajak yang terlalu rumit akan 

menyebabkan wajib pajak tidak mau 

untuk menghitung besaran pajaknya 

sehingga tidak tercapainya kepatuhan 

pajak. 

H5: Tax Calculation berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak 

Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini menggunakan 

kualitas pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan, kepercayaan wajib pajak, 

religiosity, dan tax calculation 

sebagai variabel independen dengan 

kepatuhan wajib pajak sebagai 

variabel dependen. Kerangka 

pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut :  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan 

penelitian yang menggunakan metode 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat, digunakan 

untuk meneliti pada populasi suatu 

sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya random, 

pengumpulan data menggunakan 

penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2014:13).  

Identifikasi Variabel 
 Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan wajib pajak (Y). 

Kualitas Pelayanan 

Fiskus (X1) 

Sanksi Perpajakan 
(X2) 

 Kepercayaan Wajib 
Pajak (X3) 

 Religiosity (X4) 

 
Tax Calculation (X5) 

 

 

Kepatuhan Wajib  
Pajak (Y) 
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Sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah kualitas pelayanan 

fiskus (X1), sanksi perpajakan (X2), 

kepercayaan wajib pajak (X3), 

religiosity (X4)., dan tax calculation 

(X5).  

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kepatuhan wajib pajak adalah 

sejauh mana wajib pajak dapat 

melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar 

sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Variabel ini diukur berdasarkan 

indikator kepatuhan dalam 

mendaftarkan diri ke kantor pajak, 

kepatuhan dalam melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, 

kepatuhan dalam menghitung pajak 

dengan benar, dan kepatuhan dalam 

membayar tunggakan pajak (Bryan 

Wahyu Rahmanto, 2015).  

 

Kualitas Pelayanan Fiskus (X1) 

 Pelayanan pada sektor 

perpajakan diartikan sebagai 

pelayanan yang diberikan oleh 

petugas fiskus kepada wajib pajak 

untuk membantu wajb pajak 

memenuhi dan melaksanakan 

kewajiban perpajaknnya. Kepatuhan 

wajib pajak tergantung pada 

bagaimana petugas fiskus 

memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan kepada wajib pajak yang 

sedang dan ingin memenuhi 

kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Variabel ini diukur berdasarkan 

indikator keandalan (Reliability) 

petugas, ketanggapan 

(Responsiveness) petugas, jaminan 

(Assurance), empati (Empaty), bukti 

langsung ( Tangible) diadopsi dari 

Mutia (2014). 

 

Sanksi Perpajakan (X2) 

  Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan 

(normaperpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 

2011:59). Sanksi perpajakan menjadi 

alat untuk mencegah wajib pajak 

melanggar ketentuan-ketentuan dan 

aturan pajak yang sudah berlaku 

supaya aturan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik. Variabel 

ini diukur berdasarkan indikator 

sanksi perpajakan yang dikenakan 

bagi pelanggar aturan pajak cukup 

berat, pengenaan sanksi pajak yang 

cukup berat merupakan salah satu 

sarana untuk mendidik wajib pajak, 

dan sanksi pajak harus dikenakan 

kepada pelanggarnya tanpa toleransi ( 

Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky 

Yudhi D., 2016). 

 

Kepercayaan Wajib Pajak (X3) 

 Kepercayaan adalah 

pengharapan positif  bahwa orang lain 

tidak akan melakukan melalui kata-

kata, tindakan, dan kebijakan 

bertindak secara opurtunitis 

(Robbins, 2008:97). Kepercayaan 

yang dimaksud adalah kepercayaan 

terhadap sistem hukum dan 

pemerintahan yang mendasari setiap 

masyarakat dalam hal yang berkaitan 

dengan wajib pajak kepada sistem 

hukum dan pemerintahan yang berada 

di Indonesia dan hubungannya 

terhadap pelaksanaan sistem 

perpajakan di Indonesia apakah 

sesuai dengan harapan masyarakat 

(Fitriani 2012). Jika individu 

mempersepsikan bahwa Direktorat 

Jenderal Pajak bisa di percaya, maka 

tingkat kepercayaan wajib pajak akan 

meningkat.Variabel ini diukur 
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berdasarkan indikator kepercayaan 

terhadap sistem pemerintahan, 

kepercayaan terhadap sistem hukum, 

kepercayaan terhadap politisi (wakil 

rakyat), kepercayaan terhadap alokasi 

dana dari pajak (Ainil Huda, 2016). 

 

Religiosity (X4) 

 Negara Indonesia merupakan 

negara yang menjunjung religiosity, 

hal ini dibuktikan dengan meletakkan 

Ketuhanan pada sila pertama sebagai 

dasar negara (Panggabean, 2015). 

Religiosity berasal dari nilai-nilai 

keagamaan yang luhur dari Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang mengajarkan 

perilaku kejujuran dan integritas 

terhadap setiap penganutnya. 

Variabel ini diukur berdasarkan 

indikator bersikap jujur, komitmen 

dalam beragama (Intan Nur Jannah, 

2018). 

 

Tax Calculation (X5) 
  Tax calculation yaitu 

memperhitungkan berapa besaran 

pajak yang dikenakan atas kewajiban 

perpajakannya. Indonesia menganut 

sistem pemungutan self assessment 

yaitu wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajak 

terutangnya (Siti Resmi, 2016:11) 

sehingga dibutuhkan pemahaman dan 

kemampuan untuk menghitung 

berapa besaran pajak yang dikenakan. 

Seperti pada pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) atas 

penghasilannya dari usaha dikenakan 

pajak penghasilan (PPh) yang bersifat 

final sebesar 0,5% dari jumlah 

peredaran bruto dalam satu tahun 

pajak. Variabel ini diukur 

berdasarkan indikator perhitungan 

pajak akurat dan kesesuaian 

perhitungan pajak (Ferdila Idha, 

2018). 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh wajib 

pajak UMKM yang terdaftar di Dinas 

Koperasi Mojokerto. 

Sampel dalam penelitian ini 

adalah 100 wajib pajak UMKM yang 

terdaftar di Dinas Koperasi 

Mojokerto. Peneliti memilih wajib 

pajak yang berada di  Mojokerto 

karena mudah dijangkau oleh 

peneliti. Responden berupa wajib 

pajak UMKM yang dipilih oleh 

peneliti adalah responden yang 

bersedia dengan senang hati dan 

berkenan untuk membantu peneliti 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Teknik Analisis Data  
 Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kuantitatif yang 

diolah dengan teknik statistik 

menggunakan software SPSS 25, 

melalui beberapa tahapan berikut : 1) 

Analisis statistik deskriptif, 2) Uji 

asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas dan 

uji multikolinieritas, dan 3) Analisis 

regresi linier berganda yang terdiri 

dari uji signifikansi model (F Test), 

uji koefisien determinasi (R2), uji 

hipotesis (uji t). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Uji normalitas 

yang digunakan dalam penelitian ini 
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yaitu menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Hasil pengujian normalitas 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 95 

Normal 
Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

1,35377482 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,065 

Positive ,049 

Negative -,065 

Kolmogorov-Smirnov Z ,065 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

Sumber : Data Diolah 

 Berdasarkan tabel diatas, hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov untuk residual 

data dari variabel penelitian 

menunjukkan nilai sebesar 0.065 

dengan nilai signifikansinya sebesar 

0.200 yang lebih besar dari 0.05. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat dikatakan 

data residual yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi normal dan 

layak digunakan.  

2. Uji Heterokedastisitas 
 Uji heterokedastisitas digunakan 

untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi yang digunakan pada 

penelitian ini terjadi ketidaksamaan 

variance. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

Variabel yang digunakan dapat 

dikatakan mengandung adanya 

heterokedastisitas apabila nilai 

probabilitas signifikansinya lebih 

kecil tingkat kepercayaan 5% atau 

0,05. Berikut ini adalah tabel hasil uji 

asumsi klasik heterokedastisitas. 

Tabel 2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) ,040 

Kualitas Pelayanan Fiskus ,794 

Sanksi Perpajakan ,823 

Kepercayan Wajib Pajak ,507 

Religiosity ,560 

 Tax Calculation ,449 

Sumber : Data Diolah 

 dapat disimpulkan bahwa 

signifikansi variabel yang terdiri 

variabel kualitas pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan, kepercayaan wajib 

pajak, religiosity, dan tax calculation 

dari lebih besar dari 0.05 artinya tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 
 Uji multikolinearitas digunakan 

untuk menguji apakah terjadi korelasi 

antara variabel bebas (independen) 

dan variabel terikat (dependen). 

Model regresi yang baik adalah yang 

tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Dinyatakan 

tidak terjadi multikolinearitas apabila 

nila VIF ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 

0.10. Berikut adalah tabel hasil uji 

asumsi klasik multikolinearitas. 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

Kualitas Pelayanan 

Fiskus ,756 1,322 

Sanksi Perpajakan ,745 1,343 

Kepercayan Wajib 

Pajak ,265 3,767 

Religiosity ,285 3,514 

 Tax Calculation ,654 1,528 

Sumber : Data Diolah 
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 Berdasarkan tabel uji 

multikolinearitas diatas dapat 

dijelaskan bahwa nilai tolerance≥ 

0.10 pada masing-masing variabel 

independen yaitu sebesar 0,756 untuk 

variabel kualitas pelayanan fiskus, 

0,745 untuk variabel sanksi 

perpajakan, 0,265 untuk variabel 

kepercayan wajib pajak, 0,285 untuk 

variabel religiosity dan 0,654 untuk 

variabel tax calculation. Begitu juga 

dengan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) tidak ada yang lebih besar 

dari 10. Nilai VIF pada tabel diatas 

yaitu 1,322 untuk variabel kualitas 

pelayanan fiskus, 1,343 untuk 

variabel sanksi perpajakan, 3,767 

untuk variabel kepercayan wajib 

pajak, 3,514 untuk variabel religiosity 

dan 1,528 untuk variabel tax 

calculation. Dari semua variabel tidak 

terjadi multikolinearitas antar 

variabel independen di dalam model 

regresi. 

1. Uji Statistik Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk 

mengetahui koefisien variabel 

independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama (simultan). Uji F 

dilakukan dengan membandingkan f-

tabel dan f-hitung dari tabel Anova 

output SPSS 23 dengan taraf 

kesalahan (α) = 5% atau 0.05.  

Tabel 4 

Hasil Uji Statistik Simultan (Uji F) 
Model F Sig. 

1 
Regression 35,139 ,000b 

Residual   

Sumber : Data Diolah 

 Hal ini dapat diartikan bahwa 

variabel kualitas pelayanan fiskus 

(X1), sanksi perpajakan (X2), 

kepercayaan wajib pajak (X3), 

religiosity (X4), dan tax calculation 

(X5) secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak (Y). 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengukur berapa besar 

presentase perubahan dari variabel 

dependen bisa dijelaskan oleh 

perubahan dari variabel independen. 

Semakin tinggi nilai koefisien 

determinasi akan semakin baik 

kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan pengaruhnya 

terhadap variabel dependen. Adapun 

ringkasan koefisien determinasi yang 

dilakukan dengan alat bantu SPSS 23 

sebagai berikut : 

Tabel 5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

(R2) 
Model Adjusted R Square 

1 ,645 

Sumber : Data Diolah 

 Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara kualitas 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

kepercayaan wajib pajak, religiosity, 

dan tax calculation terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 

sisanya (100% - 64,5% = 35,5%) 

dapat dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak terdapat pada penelitian 

ini. 

3. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk 

membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen 

yaitu kualitas pelayanan fiskus, 

sanksi perpajakan, kepercayaan wajib 

pajak, religiosity, dan tax calculation 

terhadap variabel dependen yaitu 

kepatuhan wajib pajak.  
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Tabel 6 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model T Sig. 

1 (Constant) ,188 ,851 

Kualitas Pelayanan 

Fiskus 
3,072 ,003 

Sanksi Perpajakan ,013 ,990 

Kepercayan Wajib Pajak 5,893 ,000 

Religiosity -,566 ,573 

 Tax Calculation 2,135 ,036 

Sumber : Data Diolah 

 Berdasarkan pada tabel uji 

parsial (uji t) diatas menunjukkan 

bahwa variabel kualitas pelayanan 

fiskus dapat diperoleh nilai t-hitung 

sebesar 3,072 sedangkan nilai t-tabel 

1,987 sehingga dapat disimpulkan 

nilai nilai t-hitung < t-tabel (3,072 

>1,987)maka H0 ditolak. Dengan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 

0,003 (0,003< 0.05). Nilai t-hitung 

menunjukkan bahwa variabel X1 

memiliki hubungan dengan variabel 

Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

variabel kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 Variabel sanksi perpajakan dapat 

diperoleh t-hitung sebesar 0,013 

sedangkan nilai t-tabel 1,987, dapat 

disimpulkan bahwa nilai t-hitung < t-

tabel (0,013 <1,987) maka H0 

diterima. Dengan nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 yaitu 0,990 (0,990 > 

0,05). Nilai t-hitung menunjukkan 

bahwa variabel X2 tidak memiliki 

hubungan terhadap variabel Y. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa variabel 

sanksi perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 Variabel kepercayaan wajib 

pajak dapat diperoleh t-hitung sebesar 

5,893sedangkan nilai t-tabel 1,987, 

dapat disimpulkan bahwa nilai t-

hitung > t-tabel (5,893>1,987). 

Dengan nilai signifikansi kurang dari 

0,05 yaitu 0,000 (0,000<0.05) maka 

H0 ditolak. Jadi t-hitung > t-tabel 

dapat disimpulkan bahwa variabel X3 

memiliki hubungan terhadap Y. 

Sehungga disimpulkan bahwa 

variabel kepercayaan wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

 Variabel religiosity dapat 

diperoleh t-hitung sebesar -0,566 

sedangkan nilai t-tabel 1,987, dapat 

disimpulkan bahwa nilai t-hitung < t-

tabel (-0,566<1,987) maka H0 

diterima. Dengan nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 yaitu 0,573 (0,573 > 

0,05). Nilai t-hitung menunjukkan 

bahwa variabel X4 tidak memiliki 

hubungan terhadap variabel Y. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa variabel 

religiosity tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Variabel tax calculation dapat 

diperoleh t-hitung sebesar 

2,135sedangkan nilai t-tabel 1,987, 

dapat disimpulkan bahwa nilai t-

hitung > t-tabel (2,135>1,987). 

Dengan nilai signifikansi kurang dari 

0,05 yaitu 0,036 (0,036< 0.05) maka 

H0 ditolak. Jadi t-hitung > t-tabel 

dapat disimpulkan bahwa variabel X5 

memiliki hubungan terhadap Y. 

Sehungga disimpulkan bahwa 

variabel tax calculation berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

4. Regresi Linier Berganda 

 Regresi linier berganda 

merupakan analisis untuk 

meramalkan nilai pengaruh 2 variabel 

independen atau lebih terhadap satu 

variabel dependen untuk 

membuktikan ada atau tidaknya 

pengaruh fungsional atau pengaruh 
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kausal antara dua variabel independen 

atau lebih terhadap satu variabel 

dependen tersebut. Adapun ringkasan 

analisis regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Tabel 7 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Sig. B Std. Error 

1 (Constant) ,394 2,096 ,851 

Kualitas 

Pelayanan Fiskus 
,237 ,077 ,003 

Sanksi Perpajakan ,001 ,091 ,990 

Kepercayan Wajib 

Pajak 
,963 ,163 ,000 

Religiosity -,111 ,196 ,573 

 Tax Calculation ,266 ,125 ,036 

Sumber : Data Diolah 

 Analisis regresi berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen yaitu kualitas 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

kepercayaan wajib pajak, religiosity, 

dan tax calculation terhadap variabel 

dependen kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 

di atas, dapat diperoleh persamaan 

regresi linier berganda yaitu sebagai 

berikut:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + 

β5X5 + ε 

KWP = 0,394+ 0,237KPF +  0,001SP 

+ 0,963KP - 0,111R + 0,266TC + ε 

Dimana : 

Y= Kepatuhan Wajib Pajak  

            sebagai variabel  

           dependen 

 α   = Konstanta 

 X1 = Kualitas Pelayanan Fiskus 

 X2 = Sanksi Perpajakan 

 X3 = Kepercayaan Wajib Pajak 

 X4 = Religiosity 

 X5 = Tax Calculation 

 β1 = Koefisien regresi Kualitas  

              Pelayanan Fiskus 

Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

 Kepatuhan wajib pajak 

tergantung pada bagaimana petugas 

fiskus memberikan pelayanan yang 

baik dan memuaskan kepada wajib 

pajak yang sedang dan ingin 

memenuhi kewajibannya sebagai 

wajib pajak (Fuadi 2013). Seperti 

Petugas fiskus harus senantiasa 

melakukan perbaikan kualitas 

pelayanan agar dapat meningkatkan 

kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan pajak yang diberikan oleh 

petugas pajak yang semakin baik, 

diharapkan akan mampu 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak.  

 Hal ini terkait dengan theory of 

planned behavior mengenai kualitas 

pelayanan fiskus yaitu jika pelayanan 

fiskus dari petugas pajak dapat 

ditunjukkan dengan baik kepada 

wajib pajak, maka wajib pajak akan 

mengumpulkan niatnya untuk ingin 

memenuhi kewajiban perpajakannya.  

 Penelitian ini menunjukkan 

meningkatnya kualitas pelayanan 

fiskus yang dimiliki oleh petugas 

fiskus di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) akan membuat 

wajib pajak tersebut ingin memenuhi 

kewajiban perpajakannya karena 

wajib pajak merasa nyaman dan 

terbantu dengan kualitas pelayanan 

yang ditunjukkan oleh petugas pada 

saat melayani. Kualitas pelayanan 

yang ditunjukkan oleh petugas fiskus 

diantaranya bersikap ramah dan 

sopan kepada setiap wajib pajak, 

petugas cepat tanggap dalam 

membantu wajib pajak atas kewajiban 

perpajakannya, dan memberikan 

informasi yang tepat kepada wajib 

pajak. Hasil penelitian ini mendukung 



 

16 
 

penelitian yang dilakukan oleh Randi 

Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan 

Rizky Yudhi Dewantara (2016). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Maya Tantio (2014) bahwa 

kualitas pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

Pengaruh Sanksi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Sanksi perpajakan menjadi alat 

untuk mencegah wajib pajak 

melanggar ketentuan-ketentuan dan 

aturan pajak yang sudah berlaku 

supaya aturan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik. Dalam 

pelaksanaan sanksi pajak, fiskus 

harus aktif dan dituntut untuk disiplin 

dalam memberikan sanksi kepada 

wajib pajak yang melanggar untuk 

membuat masyarakat patuh dan 

sebagai alat pencegah agar wajib 

pajak tidak melanggar peraturan 

perpajakan. 

 Hal ini terkait dengan theory of 

planned behavior mengenai sanksi 

perpajakan ditetapkan untuk bisa 

menjadi kontrol bagi wajib pajak 

supaya tidak melanggar aturan 

perpajakan yang berlaku dan 

diharapkan dengan adanya sanksi 

perpajakan yang diterima wajib pajak 

dapatmempengaruhi niatnya untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan.  

 Penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel sanksi perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, hal ini 

dikarenakan sanksi yang diberikan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

belum bisa memberikan efek jera dan 

tidak terlalu mempunyai pengaruh 

terhadap wajib pajak. Pemberian 

sanksi yang belum bisa memberikan 

efek jera ini salah satu contohnya 

sanksi yang diberikan oleh DJP 

terhadap wajib pajak yang terlambat 

melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa ataupun Tahunan. 

Terlambat melaporkan SPT 

disebabkan karena adanya 

penyampaian SPT yang melebihi 

batas waktu penyampaian SPT 

tersebut.  

Pengaruh Kepercayaan Wajib 

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

 Kepercayaan yang dimaksud 

adalah kepercayaan terhadap sistem 

hukum dan pemerintahan yang 

mendasari setiap masyarakat dalam 

hal yang berkaitan dengan wajib 

pajak kepada sistem hukum dan 

pemerintahan yang berada di 

Indonesia dan hubungannya terhadap 

pelaksanaan sistem perpajakan di 

Indonesia. 

 Hal ini terkait dengan theory of 

planned behavior mengenai 

kepercayaan wajib pajak terhadap 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu 

wajib pajak akan melakukan 

kepatuhan perpajakannya atas 

kepercayaan yang mereka bentuk 

terhadap sistem hukum dan 

pemerintahan yang berada di 

Indonesia dan hubungannya terhadap 

pelaksanaan sistem perpajakan di 

Indonesia apakah sudah dikelola 

dengan baik oleh DJP. 

 Penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel kepercayaan wajib 

pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. DJP 

melakukan segala upaya untuk 

mengelola penerimaan pajaknya yang 

dikenakan terhadap wajib pajak 

melalui pungutan atas kewajiban 

perpajakannya untuk membiayai 

semua pengeluaran negara. Hasil 



 

17 
 

penelitian ini mendukung penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ainil 

Huda (2015). Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Nedi Hendri 

(2016) bahwa kepercayaan wajib 

pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

Pengaruh Religiosity terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Religiosity berasal dari nilai-nilai 

keagamaan yang luhur dari Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang mengajarkan 

perilaku kejujuran dan integritas 

terhadap setiap penganutnya. 

 Hal ini terkait dengan theory of 

planned behavior mengenai 

religiosity yaitu setiap individu yang 

memiliki komitmen yang 

berhubungan dengan agama akan 

meyakinkan dirinya untuk patuh 

terhadap segala sesuatu yang 

diyakini.  

 Penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel religiosity tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak, karena hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

keyakinan dalam beragama yang 

diterapkan melalui nilai-nilai 

keagamaan yang dianut oleh wajib 

pajak hanya berhubungan dengan 

tingkat ibadah mereka yang 

berhubungan dengan Tuhan dan tidak 

berhubungan dengan aturan. Negara 

Indonesia yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam, 

mereka akan melaksanakan 

kewajiban sebagai umat muslim, 

Seperti membayar zakat yang 

dianggap wajib pajak lebih penting 

daripada membayar kewajiban 

perpajakannya. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Eiya Ofiafoh (2016). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Intan (2018) menunjukkan religiosity 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

Pengaruh Tax Calculation 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Indonesia menganut sistem 

pemungutan self assessment yaitu 

wajib pajak diberikan kepercayaan 

untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajak 

terutangnya (Siti Resmi, 2016:11).  

 Penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel tax calculation 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib 

pajak mengerti tarif yang dikenakan 

pada wajib pajak UMKM saat ini 

yaitu sebesar 0,5% dari peredaran 

bruto. Wajib pajak yang mengerti 

tarif pajak UMKM akan melakukan 

perhitungan jumlah pajak yang 

terutang dengan benar dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Dajana 

(2015). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ferdila Idha (2018) 

bahwa tax calculation berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Kesimpulan, Keterbatasan, dan 

Saran 

Kesimpulan 
1. Kualitas pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan, kepercayaan wajib pajak, 

religiosity, dan tax calculation secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

2.Kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

3.Sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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4.Kepercayaan wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

5.Religiosity tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

6.Tax calculation berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Batasan 

1. Jumlah responden UMKM yang 

terdaftar di Dinas Koperasi 

Mojokerto berjumlah 18.848 tetapi 

yang diambil untuk dijadikan 

penelitian berjumlah 100 responden 

UMKM berdasarkan rumus Slovin. 

2. Wilayah responden dalam 

penelitian ini hanya UMKM yang 

terdapat di wilayah Mojokerto. 

3. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah variabel kualitas 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

kepercayaan wajib pajak, religiosity, 

dan tax calculation. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah 

variabel kepatuhan wajib pajak. 

4. Kriteria sampel dalam penelitian 

ini hanya mencangkup wajib pajak 

UMKM. 

 

Saran 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menambah variabel lain. 

2. Diharapkan sosialisasi mengenai 

perpajakan kepada masyarakat 

diberikan secara rutin. 

3. Wilayah untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan tidak hanya di 

wilayah Mojokerto saja, tetapi di 

wilayah lain di Jawa Timur seperti 

Gresik, Lamongan, Kabupaten 

Sidoarjo dan lain lain. 

4. Kriteria sampel untuk penelitian 

selanjutnya lebih diperjelas mengenai 

karakteristik UMKM yang 

digunakan. 
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